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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan meneliti tentang problematika perlindungan hukum yang terjadi pada 
anak korban eksploitasi seksual dan bentuk ideal perlindungan hukum bagi anak korban 
eksploitasi seksual, penelitian ini mengunakan pendekatan koneptual (conseptual approach), 
hasil penelitian ini ditemukan bahwa korban eksploitasi seksual di indonesia setiap tahun selalu 
mengalami kenaikan disisi lain ditemukan kurang optimalnya perlindungan hukum yang dimana 
didalam pasal 20 Undang-Undang no 35 tahun 2014 mendeskripsikan bahwa perlindungan 
hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh kalangan baik pemerintah, 
masyarakat dan orang tua. Dan hasil analisis problematika tersebut penulis jadikan bahan untuk 
membuat konsep ideal perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual, dan 
kesimpulan yang di dapatkan dalam kaitannya terhadap konsep perlindungan hukum yang ideal 
penulis berpandangan perihal beberapa konsep model perlindungan antara lain: Model yang 
berdasarkan hak-hak prosedural atau model partisipasi secara langsung atau aktif (the 
procedural right model), Model pelayanan partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (the 
services model), Model Persuasif  atau Partisipatif, Model perlindungan komprehensif, Model 
penjatuhan pidana bersyarat, Model perlindungan preventif. Karna pada dasanya perlindungan 
hukum di katakan baik apabila undang-undang tersebut tidak lagi bekerja mengurusi korban 
melainkan bekerja menghentikan korban. 
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Kejahatan Eksploitasi seksual 
merupakan segala bentuk pemanfaatan 
organ tubuh seksual atau organ tubuh 
lain dari korban untuk mendapatkan 
keuntungan, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada semua kegiatan 
pelacuran dan percabulan , kegitan 
tersebut sangat rentan sekali terjadi 
kepada anak-anak yang dimana anak 
adalah subyek yang lemah yang sangat 
membutuhkan perlindungan. Pada 
dasanya anak juga  sering menjadi 
korban yang dimana mengalami 
penderitaan akibat orang lain dalam 
memenuhi kepentingannya 
dikarenakan posisi anak tersebut yang 
lemah, baik fisik maupun mental untuk 
di jadikan alat atau korban kejahatan 
ksususnya kejahatan seksual. Maka dari 
itulah dalam pasal 15 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Pelindungan anak di tambah 
satu huruf pada poin f yaitu setiap anak 
berhak memperoleh perlindungan dari 
kejahatan seksual . 
Pada Hakekatnya anak 
merupakan karunia titipan tuhan 
kepada setiap orang tua, yang dimana 
Indonesia merupakan negara 
ketuhanan yang maha esa, dari segi 
kebangsaan anak merupakan harta 
negara yang tidak ada satupun yang 
dapat menggantikannya, tanpa anak 
tidak akan ada Indonesia di masa depan, 
anak merupakan cikal bakal lahirnya 
suatu generasi baru bangsa dan di 
tangan anaklah nasib bangsa di 
tentukan baik buruknya di masa depan. 
Indonesia merupakan salah satu 
negara yang sudah meratifikasi 
Undang-Undang perihal perlindungan 
anak, dan dapat di lihat dalam poin a,b,c 
dan d Undang-Undang No 35 Tahun 
2014 perubahan atas Undang-Undang 
No 23 Tahun 2002. 
Poin a: “bahwa Negara Kesatuan 
Republik Indonesia menjamin 
kesejahteraan tiap warga negaranya, 
termasuk perlindungan terhadap hak 
anak yang merupakan hak asasi 
manusia”. 
Poin b: “bahwa setiap anak berhak 
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945”. 
Poin c: “bahwa anak sebagai 
tunas, potensi, dan generasi muda 
penerus cita-cita perjuangan bangsa 
memiliki peran strategis, ciri, dan sifat 
khusus sehingga wajib dilindungi dari 
segala bentuk perlakuan tidak 
manusiawi yang mengakibatkan 
terjadinya pelanggaran hak asasi 
manusia”. 
Poin d: “bahwa dalam rangka 
meningkatkan perlindungan terhadap 
anak perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap beberapa ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak”. 
Indonesia juga membentuk 
lembaga-lembaga perlindungan 
terhadap anak misalnya KPAI (Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia) yang 
memiliki peran pengawasan dalam 
pemenuhan hak anak sesuai pasal 76 
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak. 
Indonesia juga memiliki lembaga-
lembaga kemasyarakatan yaitu 
Lembaga Perlindungan Anak Indonesia 
(LPAI) yang aktif memperjuangkan dan 
memajukan hak-hak anak di Indonesia 
melalui penanganan dan 
pendampingan kasus, advokasi, 
publikasi, monitoring dan evaluasi 
berkala. LPAI juga memiliki mitra LPA 
daerah yang tersebar di provinsi, 
kabupaten, dan kota se-Indonesia. 
Pada kenyataanya kasus 
eksploitasi seksual terhadap anak 
masih saja terjadi, anak korban 
eksploitasi seksual belakangan makin 
meningkat dan memprihatinkan, 
menurut Lembaga Perlindungan Saksi 
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dan Korban (LPSK) mencatat bahwa 
kasus kekerasan seksual terhadap anak 
terus meningkat, pada tahun 2019 di 
temukan sebanyak 350 Perkara, jumlah 
ini meningkat 70 persen dibanding 
tahun sebelumnya.  
(Ending The Sexual Exploitation 
Of Childeren) ECPAT Indonesia 
melansir menurut data yang dimiliki 
oleh Mabes Polri, sampai Agustus 2019 
ada sekitar 236 kasus kejahatan seksual 
melalui online (daring). ECPAT 
Indonesia juga melakukan pemantauan 
pada kwartal pertama 2019 
menemukan bahwa kasus-kasus 
kejahatan seksual anak melalui daring 
cukup besar angkanya dari 37 kasus 
yang ditemukan, sekitar 35% nya 
adalah kejahatan seksual anak melalui 
daring, baik itu kasus pornografi dan 
kasus child grooming online. 
Problematika perlindungan 
hukum tersebut semakin parah yang 
dimana palaku tindak eksploitasi 
seksual terhadap anak dilakukan bukan 
hanya dari lingkungan luar sang anak 
lagi bahkan pelaku tindak eksploitasi 
seksual terhadap anak kerap kali terjadi 
di lingkup sosial inti sang anak sendiri 
dimana seharusnya lingkup sosial 
tersebutlah tempat utama sang anak 
mendapatkan perlindungan dan 
pembelajaran. 
Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) sendiri melansir 
selama tahun 2019, tercatat ada 21 
kasus kekerasan seksual di lingkup 
pendidikan dan korban mencapai 123 
anak, terdiri dari 71 anak Peremepuan 
dan 52 anak laki-laki, dan pelaku 
tersebut 90  persen adalah guru dan 10 
persen adalah kepala sekolah  sekolah 
yang dimana tempat sang anak 
menuntut ilmu bahkan guru yang 
seharusnya memberikan perlindungan 
sebagai wali di sekolah malah 
melakukan eksploitasi seksual terhadap 
anak muridnya sendiri. 
Pada bulan mei 2019 di Desa 
Simpang Sungai Rengas Kecamatan 
Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, 
seorang anak Devi Ardika Sari di cabuli 
ayah tirinya sendiri bernama Firdaus 
sebanyak 5 kali.  Perilaku 
pengeksploitasian seksual terhadap 
anak bahkan terjadi dan dilakukan pula 
oleh orang tua sang anak salah satu 
kasus perlakuan keji tersebut yang 
dimana perlakuan tersebut sangat 
merusak dan mengahancurkan sang 
anak sendiri baik dari fisiknya maupun 
psikisnya, anak yang seharusnya 
mendapatkan perlindungan dan kasih 
sayang oleh orang tuanya yang dimana 
seharusnya orangtua adalah contoh 
figur utama yang harusnya menjadi 
contoh  dan teladan bagi sang anak. 
Pada dasarnya Indonesia sudah 
mengatur secara spesifik delik-delik 
tentang anak korban eksploitasi seksual 
yang di atur pada Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 I 
perubahan atas Undang-Undang No 23 
Tahun 2002 di atur dalam pasal 88 yaitu 
pidana penjara paling lama 10 tahun 
dan denda paling banyak Rp 
200.000.000,00. Dan Indonesia pula 
sudah membentuk lembaga-lembaga 
yang di tugaskan untuk membela dan 
mengawasi hak-hak anak, namun 
problematika tindak kejahatan anak 
korban eksploitasi seksual tetap saja 
tinggi dan menurut data semakin tinggi 
dari tahun sebelumnya, dalam Pasal 20 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak 
menyatakan bahwa setiap lapisan baik 
itu pemerintah dan masyarakat wajib 
dan bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan perlindungan anak. 
Oleh karena itu diperlukan pembahasan 
mengenai perlidungan hukum yang 
didasari atas problematika-
problematika tersebut. 
Rumusan masalah pada penelitian 
ini adalah bagaimanakah Problematika 
perlindungan hukum terhadap anak 
korban eksploitasi seksual dan 
bagaimanakan Konsep Ideal 





Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Korban Eksploitasi Seksual 
 
PEMBAHASAN 
A. Bagaimanakah problematika 
perlindungan hukum terhadap anak 
korban eksploitasi seksual. 
Pada hakekatnya tindakan 
eksploitasi seksual terhadap anak 
sangatlah di kecam oleh seruh bangsa di 
dunia karena dinilai merupakan 
tindakan yang sangat tidak beradap dan 
sangat merusak bagi kehidupan sang 
anak. Setiap anak harus dan wajib 
diperhatikan dan dijamin 
perlindungannya oleh seluruh warga 
baik itu keluarga, orangtua, guru, 
masyarakat dan pemerintah baik itu 
pusat dan daerah.  Indonesia 
merupakan negara hukum yang dimana 
telah tercantum dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia 
adalah salah satu negara yang telah 
meratifikasi Undang-Undang Perihal 
Perlindungan Anak yaitu Undang-
Undang No 35 Tahun 2014 perubahan 
atas Undang-Undang No 23 Tahun 
2002. Dan pada Pasal 66Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menerangkan: 
Perlindungan Khusus bagi Anak 
yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual 
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59 
ayat (2) huruf d. Dan ketentuan pidanya 
termuat dalam Pasal 76I. Problematika 
yang terjadi terkait perlindungan anak 
korban eksploitasi seksual antara lain: 
KPAI (Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia) 
KPAI merupakan lembaga negara 
yang bertugas melindungi hak anak 
yang dimana tercantum dalam pasal 75 
UU No 35 th 2014, KPAI melansir bahwa 
korban eksploitasi seksual anak marak 
terjadi melalui online, kekerasan 
seksual online pada anak menjadi 
sebuah trend baru yang dimana praktek 
ini telah menyebabkan anak mengalami 
eksploitasi yang sistematik.  dalam hal 
ini KPAI kurang awas dalam 
mengantisipasi terjadinya trend 
tersebut, KPAI dinilai hanya melakukan 
penyurveian korban dan kurang 
tanggap dalam menanggulangi 
permasalahan tersebut yang dimana 
setiap anak memiliki hak yang di 
lindungi oleh Undang-Undang, KPAI 
juga dinilai kurang berkoordinasi dalam 
melindungi hak anak, baik itu kepada 
pihak cybercrime dan pihak-pihak lain 
seperti LSM karna faktanya kekerasan 
seksual online juga di gunakan untuk 
menjual anak-anak secara online. LSM 
dari Surabaya menemukan fakta bahwa 
kasus trafficking melalui media online 
terjadi dan ditemukan sebanyak 6 kasus 
di Surabaya.  
LPAI (Lembaga Perlindungan 
Anak Indonesia) 
LPAI adalah lembaga independen 
yang bertugas melindungi hak anak, 
kasus-kasus yang menjadi pusat 
perhatian LPAI ialah kekerasan, 
eksploitasi, dan trafficking, penculikan, 
penelantaran. LPAI sebagai lembaga 
independen kemasyarakatan sangat 
berperan dalam melindungi hak anak di 
tingkat peradilan, dalam keadaanya 
LPAI kurang berperan aktif dalam 
melindungi anak korban eksploitasi 
seksual dikarenakan kekurangan 
tenaga pekerja, dan pendanaan yang 
bersumber dari sumbungan saja, dan 
memang berita perihal kurang eratnya 
hubungan antara KPAI dan LPAI juga 
menjadi permasalahan, padahal kedua 
lembaga tersebut memiliki pokok kerja 
yang sama, fakta yang terjadi 
dilapangan bahwa KPAI lebih memilih 
mengajukan pembentukan KPAID 





Pemerintah sebagai selaku 
pembuat legislasi perihal perlindungan 
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hak anak, peran pemerintah daerah 
dinilai kurang perduli terkait 
perlindungan hak anak khususnya 
eksploitasi seksual, yang dimana di 
dalam perda tidak mengatur khusus 
perihal upaya-upaya perlindungan 
terhadap anak, hanya berpangku 
tangan kepada LPAI daerah tersebut 
yang dimana sangat jarang sekali 
pemerintah daerah berkoordinasi 
dengan LPAI daerah seempat untuk 
mengadakan sosialisasi terkait 
perlindungan anak khususnya anak 
korban eksploitasi seksual. Pemerintah 
daerah seharusnya dapat menjadi 
perpanjangan tangan pemerintah pusat 
dalam menjaga perlindungan anak, 
karna dalam Undang-Undang no 35 
tahun 2014 menyatakan bahwa 
pemerintah dan pemerintah daerah 
bertanggung jawab menyediakan dana 
penyelenggaraan perlindungan anak, 
dapat berkoordinasi kepada setiap 
kecamatan dan kelurahan daerah 
tersebut untuk rutin berdampingan 
dengan organisasi kemasyarakatan 
misalnya ibu-ibu PKK dan karang 
taruna untuk mengadakan 
perlindungan berbasis sosialisasi dan 




Masyarakat merupakan lingkup 
utama yang dimana masyarakat adalah 
bagian pelindung yang langsung 
bersentuhan dengan sang anak, dalam 
Undang-Undang no 35 tahun 2014 pada 
pasal 72 menjelaskan secara lengkap 
peran masyarakat, yaitu meliputi orang 
perseorangan, lembaga social 
perlindungan anak, organisasi 
kemasyarakatan, lembaga pendidikan, 
media massa, dan dunia usaha. Peran 
masyarakat sangat penting dalam 
terciptanya perlindungan anak 
khususnya eksploitasi seksual karna 
kejahatan tersebut rata-rata terjadi di 
lingkungan masyarakat, masyarakat 
dinilai kurang efektif mensosialisasikan 
perlindungan terhadap anak, karna 
pada dasarnya masyarakat Indonesia 
merupakan masyarakat yang beragama, 
maka seharusnya mensosialisasikan 
perlindungan hukum juga di lakukan 
para pemuka agama disaat 
dilakukannya acara-acara keagamaan. 
Orangtua, wali, guru juga seharusnya 
bertanggung jawab dalam 
memilimalisir kejahatan eksploitasi 
seksual khususnya terhadap anak 
minimal dengan cara membentuk moral 
anak-anak agar suatu saat nanti tidak 
menjadi seorang pelaku kejahatan 
eksploitasi seksual, karna 
sesungguhnya moral lah faktor penentu 
utama seorang pelaku melakukan 
tindakan eksploitasi seksual. 
 
P2T2A 
Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
dibentuk oleh kementrian 
pemberdayaan perempuan dan anak, 
yang dimana dalam hal ini bertugas 
memberikan pelayan penunjang secara 
terpadu pada perempuan dan anak 
korban kekerasan misalnya 
memberikan pelayanan terhadap 
korban agar tidak trauma 
memonitoring perkembangan 
penyembuhan terhadap korban. Tapi 
pada bulan juli 2020 salah satu 
petingginya dilaporkan melakukan 
pelecehan seksual di lampung selatan 
saat bertugas yang dimana korban 
tersebut merupakan korban pelecehan 
seksual yang seharus dapat di berikan 
healing atas kasus yang diterimanya 
malah dilecehkan kembali, dalam kasus 
ini berarti P2T2A masih sangat kurang 
optimal di lihat dari sisi penyeleksian 
pejabat-pejabatnya dan sistem 
recruitmennya. 
 
Faktor-faktor terjadinya tindakan 
Pengeksploitasian seksual terhadap 
anak tersebut dan merut Soedjono D. 
S.H terdapat dua faktor Terjadinya 
kejahatan tersebut yaitu Faktor Intern 





dan Eksteren, Faktor Intern biasanya 
terdapat dan timbul dari diri pelaku 
tersebut atau terdapat di dalam diri 
manusia tersebut dan Faktor ekstern 
meliputi : 
a. Lingkungan yang memberi 
kesempatan atau timbulnya 
kejahatan. 
b. Lingkungan pergaulan yang 
tidak memberikan contoh 
atau tauladan yang benar. 
c. Lingkungan finansial 




1. Faktor ekonomi 
Faktor ekonomi menjadi faktor 
terbesar terjadinya pengeksploitasian 
seksual tehadap anak, Indonesia negara 
berkembang yang dimana menjelaskan 
bahwa masih banyak warga di 
Indonesia yang kondisi ekonominya 
menengah kebawah atau dapat di 
katakana miskin, dan menurut salah 
satu paka ekonomi Hardianto (2009) 
mengatakan bahwa kejahatan biasanya 
timbul dari karaktermanusia yang di 
latarbelakangi oleh kemiskinan. Maka 
dari itu munculnya tindakan 
pengeksploitasian seksual terhadap 
anak rata-rata terjadi pada masyarakat 
dengan kondisi ekonomi menengah 
kebawah, yang dimana mereka dalam 
memenuhi kebutuhan hidup mereka 
memanfaatkan kondisi anak yang 
merupakan mahkluk lemah untuk 
mendapatkan uang dengan cepat 
biasanya berupa pengekploitasian 
seksual terhadap anak berupa 
prostitusi anak dan pornografi. Bahkan 
banyak sumber mengatakan para 
korban lumpur lapindo di Sidoarjo 
banyak yang mengeksploitasi anaknya 
sebagai pekerja seks komersial untuk 
bekerja sebagai pekerja seks komersial 
demi mencukupi kebutuhan sehari-hari 
keluarga.  
2. Faktor Pendidikan Dalam 
Keluarga 
Faktor pendidikan dalam keluarga 
merupakan salah satu faktor terbesar 
juga terjadinya kekerasan seksual 
terhadap anak, anak selaku mahluk 
yang sangat membutuhkan 
perlindungan dari orang dewasa, dan 
dimana bisanya orang dewasa tersebut 
merasa mereka dominan dan dapat 
berbuat seenaknya terhadap sang anak 
yang lemah tersebut, dan malah 
menjadikan sang anak tersebut sebagai 
korban kebiadaban orang dewasa 
tersebut. Pada hakikatnya harapannya 
adalah keluarga adalah tempat 
berlindung dan belajar dalam 
memahami nilai-nilai moral dan 
menanamkan nilai-nilai kehidupan 
yang lebih dini ketimbang dengan 
pendidikan formal. Ada pepatah 
mengatakan keluargamu adalah 
gambaran dirimu di masadepanmu 
karena pada dasarnya manusia 
dilahirkan di gambakan sebagai kertas 
kosong yang dimana arti kertas kosong 
tersebut adalah polos atau tidak 
mengerti apa-apa. Dan tidak ada 
manusia dilahirkan dengan sudah 
memiliki rasa untuk melakukan suatu 
kejahatan, Melalui lingkup keluarga ini 
pula anak seharusnya mempelajari 
bagaimana berinteraksi, bertutur kata, 
berprilaku, hingga mengajarkan cara 
dalam memilih nilai-nilai tertentu 
sebagai sebuah prinsip di dalam 
hidupnya dan biasanya pelaku tindakan 
kekerasan seksual pada anak memilki 
nilai moral yang sangat rendah, bahkan 
kebanyak dari mereka adalah salah satu 
korban pelecehan tersebut di masalalu. 
3. Faktor Lingkungan Sosial dan 
Teknologi 
Faktor Lingkungan sosial dan 
Teknologi Informasi, seirama dengan 
kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi yang dimana kita ketahui 
bahwa semakin canggihnya zaman 
semakin tinggi juga resiko maupun 
manfaatnya, zaman sekarang sudah 
jarang sekali kita lihat anak yang buta 
teknologi, memang tidak bisa di 
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pungkiri juga bahwa perkembangan 
teknologi memberikan manfaat yang 
besarpula, terlebih yang kita ketahui 
keadaan dunia saat ini yang sedang 
pandemic COVID-19 yang dimana 
seluruh kegiatan belajar mengajar 
dilakukan melalui daring. Tetapi sadar 
atau tidak sadar setiap anak yang 
menggunakan teknologi informasi 
tersebut merupakan objek yang 
beresiko terjadiya kejahatan tersebut, 
banyak anak yang foto dan vidionya 
yang di jadikan objek bagi orang yang 
tidak bertanggung jawab untuk di 
jadikan konten-konten dewasa, bahkan 
karena begitu luasnya dunia firtual yang 
kita ketahui pula sangat begitu 
mudahnya mendapatkan konten-
kondewasa saat ini membuat setiap 
anak dengan gampangnya 
mendapatkan konten-konten tersebut 
lalu sanganak dengan gampangnya 
dapat menonton konten tersebut, yang 
mana kita ketahui anak-anak adalah 
fase dimana manusia belajar dan 
meniru, dan tidak di pungkiri lagi 
beberapa pelaku tindakan eksploitasi 
anak dilakukan oleh anak-anak pula 
juga atau teman mereka seperti kasus Y 
(14 tahun) di Dusun Kasie Kasubun 
Provinsi Bengkulu yang di perkosa dan 
mati yang mana pelakunya adalah anak-
anak  pula berjumlah 14 orang, lalu  
kasus di cirebon 5 orang anak 
bersetatus pelajar memperkosa anak 
berumur (14 tahun) yang dipaksa 
menenggak minuman keras dan lain 
sebgainya. Lingkungan sosial juga 
sangat berpengaruh karena pada 
dasarnya lingkungan sosial lah yang 
membentuk kepribadian orang 
tersebut, sangat berhubungan dengan 
kemajuan teknologi karena saat ini 
karena perkembangan teknologi, 
lingkungan dunia nyata (Reallife) 
kebanyakan memiliki suatu koneksi 
pula di sosial media sebagai penunjang 
komunikasi atau pergaulan, dan 
biasanya tempat atau portal penunjang 
tersebut baik itu sosialmedia ataupun 
sebagainyalah tempat terjadinya 
kejahatan baik itu penyearan foto dan 
video, bahkan transaksi prostitusi 
online banyak terjadi disana tidak 
sedikit pula korban nya adalah anak-
anak dan tidak sedikit pula pelaku yang 
melakukan tindakan eksploitasi seksual 
tersebut memvisualkan dan 
memperaktekannya di dunia nyata. 
 
B. Bagaimanakan konsep ideal 
perlindungan hukum terhadap anak 
korban eksploitasi seksual? 
Hukum dilahirkan atau dibuat 
dalam masyarakat dengan tujuan untuk 
mengintegrasikan dan 
mengkoordinasikan kepentingan-
kepentingan yang biasanya 
bertentangan di masyarakat.  Dan 
perlindungan hukum diciptakan 
dengan tujuan untuk mengatur hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban subyek 
hukum. Setiap orang memiliki hak dan 
kepentingan yang secara jelas di akui 
oleh undang-undang dan setiap hak dan 
kepentingan jika tidak ada yang 
mengatur maka hak dan kepentingan 
tersebut dapat saling betabrakan, dan 
saling merugikan orang tersebut, maka 
hukum lahir untuk mengatur agar tidak 
terjadi hal tersebut. 
Satjito Raharjo, bahwa 
“Perlindungan Hukum adalah adanya 
upaya melindungi kepentingan 
seseorang dengan cara mengalokasikan 
suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan 
kepadanya untuk bertindak dalam 
rangka kepentingannya tersebut”  
CST Kansil, “Perlindungan hukum 
adalah segala bentuk upaya hukum 
yang di berikan oleh apparat penegak 
hukum demi memberikan rasa aman, 
baik secara pikiran maupun dari 
gangguan dan berbagai ancaman dari 
pihak manapun”.  
Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 
20 berisi pernyataan bahwa seluruh 
lapisan baik itu Pemerintah 
Pusat/Daerah Masyarakat dan Keluarga 
wajib dan bertanggung jawab dalam 





melaksanakan pelindungan anak, yang 
dimana tersirat pula bahwa indonesia 
rentan sekali dalam pelaksanaan 
perlindungan anak. Dalam hal ini 
negara selaku pembuat undang-undang 
melalui badan legislatif merespon 
bahwa pelindungan hukum terhadap 
anak khusus nya anak korban 
eksploitasi seksual dapat terwujud bila 
seluruh  lapisan ikut bertanggung jawab 
untuk menjaga. maka dari pada itu 
penulis mengelompokan model 
perlindungan agar terciptanya 
perlindungan hukum yang ideal bagi 
anak korban eksploitasi seksual. 
1. Model yang berdasarkan hak-
hak prosedural atau model partisipasi 
secara langsung atau aktif (the 
procedural right model). 
Model ini memungkinkan sang 
anak korban eksploitasi seksual 
berperan aktif langsung dalam proses 
peradilan pidana seperti membantu 
jaksa atau penuntut umum dan ikut 
serta menjadi saksi membantu perkara 
di setiap tingkat pemeriksaan dan 
sebagai pembelajaran untuk 
mengetahui motif yang pelaku biasa 
lakukan dalam melakukan tindak 
kejahatan eksploitasi seksual terhadap 
anak, dan di harapkan menjadi salah 
satu alasan atau faktor pemerintah 
untuk semakin baik lagi dalam 
membuat peraturan-peraturan yang 
beguna dalam menjaga perlindungan 
terhadap anak terlebih dalam kasus 
eksploitasi seksual anak. Dalam model 
ini memiliki juga memiliki kekurangan 
yaitu korban dalam permasalah ini 
berbeda dari korban dari tindak 
kejahatan lain, dalam tindak kejahatan 
eksploitasi seksual terhadap anak selain 
mendapatkan luka fisik dan mereka 
juga mendapatkan luka psikis yang 
mana berbentuk trauma dan dalam 
model ini yang dimana sang anak 
korban di mungkinkan aktif dalam 
proses persidangan, dan di hawatirkan 
sang anak korban malah semakin 
manambah trauma yang di alaminya 
karena menjadi saksi dalam mengingat 
kejadian-kejadian yang di alaminya. 
2. Model pelayanan partisipasi 
secara tidak langsung atau model pasif 
(the services model). 
Dalam model ini berbasis pada 
kriteria korban untuk mengetahui apa 
saja yang harus dan di perlukan dalam 
memberikan pelayanan dan standar-
standar apa saja yang harus di penuhi 
dalam pembinaan kepada korban dalam 
kasus ini anak korban eksploitasi 
seksual. Jadi dalam hal ini aparat 
penegak hukum dalam memberikan 
pembinaan kepada sang anak korban 
harus dilakukan sesuai dengan standar 
pembinaan yang sudah di bentuk atau 
tertera secara resmi contohnya yang 
tercatum dalam pasal 5 undang-undang 
nomor 35 tahun 2014 tentang 
perlindungan anak. Keunggulan model 
ini adalah bahwa model ini dapat 
digunakan sebagai sarana 
pengembalian apa yang dinamakan 
integrity of the system of 
institutionalized trust, dalam kerangka 
perspektif komunal. Saksi dan atau 
korban (saksi korban/pelapor) dalam 
hal ini sang anak akan merasa dijamin 
kembali kepentingannya dalam suasana 
tertib sosial yang adil sehingga 
diciptakan suasana tertib, terkendali, 
dan saling mempercayai.  Kelemahan 
model ini antara lain aparat penegak 
hukum yaitu polisi, jaksa dan badan-
badan pendamping perlindungan anak 
seperti KPAI dan LPAI haus terbebani 
karena dalam memberikan tindakan 
tertentu kepada saksi atau korban 
harus sama berdasarkan atas sarana 
dan prasarana yang sudah di tentukan. 
3. Model Persuasif  atau 
Partisipatif. 
Model Persuasif atau Partisipatif 
merupakan perlindungan terhadap 
anak korban eksploitasi seksual secara 
menyeluruh yang melibatkan seluruh 
komponen baik itu pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, kepolisian, lembaga 
perlindungan anak, masyarakat, dan 
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orang tua dalam melindungi hak anak 
khusus nya anak korban eksploitasi 
seksual. Pasal 45B Undang-Undang 
Perlindungan anak Ayat 1 dan 2 
menyebutkan (1) Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan 
Orang Tua wajib melindungi Anak dari 
perbuatan yang mengganggu kesehatan 
dan tumbuh kembang Anak. (2) Dalam 
menjalankan kewajibannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Masyarakat, dan Orang Tua harus 
melakukan aktivitas yang melindungi 
Anak. Pada pokoknya setiap komponen 
tersebut saling berpartisipasi mulai dari 
pemerintah pusat yang membentuk 
undang-undang perlindungan anak 
bersama dewan legislatife, pemerintah 
daerah membuat perda dan 
membentuk sarana dan prasarana 
dalam rangka melindungi anak dari 
kejahatan seksual misalnya membentuk 
satuan gerakan peduli anak di setiap 
kelurahan untuk melaukan edukasi 
anak perihal bentuk-bentuk-bentuk 
kejahatan eksploitasi seksual, dan 
mendata anak-anak yang meiliki 
kondisi ekonomi kebawah karena 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
bertanggung jawab untuk memberikan 
biaya pendidikan dan/atau bantuan 
cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi 
anak dari keluarga kurang mampu, anak 
terlantar, dan anak yang bertempat 
tinggal di daerah terpencil. Dan juga 
perhal eksploitasi seksual sangat erat 
kaitannya dengan ekonomi dan edukasi. 
Lalu lembaga perlindungan anak sesuai 
tugas-tugas yang tertera di atas LPAI 
dapat berpartisipasi dengan lembaga 
lainnya misalnya pemerintah daerah 
dalam memberikan pokok materi 
terkait program atau sarana dan 
prasaran dalam memutus rantai 
eksploitasi seksual terhadap anak, dan 
dapat juga bekerja sama dengan 
masyarakat baik dengan lembaga 
kemasyarakatan peggiat perlindungan 
terhadap anak misalnya LPAI yang 
menjadi wakil KPAI di tingkat daerah 
dan dapat terjun langsung 
kemasyarakat untuk memberikan 
edukasi perihal hak anak khususnya 
hukuman bagi pelaku eksploitasi anak 
pada ibu PKK dan karang taruna. 
Masyarakat juga wajib melindungi 
dengan cara ikut serta dalam program-
program yang di rancang baik oleh 
pemerintah dan lembaga-lembaga 
partisipatif dalam perlindungan anak, 
dan melakukan pemantauan sesuai 
regional masing-masing. Dan bagi anak 
korban eksploitasi seksual yang dalam 
perkara negara melalui seluruh 
komponen sistem peradilan yaitu 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 
lembaga pemasyarakatan yang 
bertugas menjaga hak anak baik itu 
KPAI, LPAI, bahkan P2TP2A wajib pula 
menjaga hak anak sebagai korban 




Model Persuasif atau Partisipatif 
dalam rangka perlindungan anak 




Masalah utama dalam 
perlindungan hukum terhadap anak 
korban eksploitasi seksual bukan hanya 
melulu dari bentuk aturan-aturan 
hukum tesebut melainkan dari seluruh 
lapisan baik itu dari pemerintah pusat 
maupun daearah, lingkungan sosial 
masyarakat, bahkan dari lingkup 
keluarga sang anak. Dan seluruh lapisan 
tersebut harus berintegrasi dalam 





mewujudkan perlindungan terhadap 
anak khususnya anak korban 
eksploitasi seksual. 
4.   Model perlindungan 
komprehensif. 
Model perlidungan komprehensif 
di kemukakan oleh Yustira Yunus yang 
dimana perlindungan ini pada 
umumnya di gunakan dalam peradilan 
tipikor, akan tetapi pola ini dapat juga di 
pergunakan dalam upaya perlindungan 
terhadap anak korban eksploitasi 
seksual, yang dimana model ini 
berupaya agar perlindungan terhadap 
anak korban eksploitasi seksual 
seharusnya dilakukan secara 
komprehensif atau menyeluruh mulai 
dari: 
1. Mulai dari penerimaan 
pengaduan laporan. 
2. Penindakan laporan oleh 
polisi dan kejaksaan. 
3. Pemenuhan hak perlindungan 
anak yang harus di berikan 
lembaga penegak hukum dan 
lembaga pemasyarakatan 
yang bertugas menjaga hak 
anak. 
4. Pengadilan dan Putusan atas 
kasus eksploitasi seksual 
terhadap anak . 
 
Model perlindungan ini di 
maksudkan agar sang anak secara 
menyeluruh mendapatkan 
perlindungan yang seharusnya dan 
penindakan yang cepat dan tanggap 
oleh seluruh pihak yang bertugas. 
5. Model penjatuhan pidana 
bersyarat. 
Model penjatuhan pidana secara 
bersyarat adalah model pemidaan 
terhadap pelaku kejahatan eksplotasi 
seksual terhadap anak di berikan 
perlakuan sebagai pelaku yang 
sekaligus juga saksi di persidangan 
(collaborator) dengan maksud 
memudahkan penyidik dalam 
mengungkap sindikat-sindikat 
pengeksploitasian seksual terhadap 
anak atau menyelamatkan anak-anak 
yang sekiranya masih terjerat dalam 
pengeksplotasian seksual demi 
menjaga perlindungan terhadap anak. 
Seperti yang kita ketahui bahwa 
eksplotasi seksual terhadap anak 
biasanya di lakukan terhadap lebih dari 
satu anak bahkan dapat pula berbentuk 
sindikat kejahatan dan demi menjaga 
perlindungan terhadap anak para 
penegak hukum wajib menyelamatkan 
anak-anak yang di duga masih terjerat 
tindak kejahatan pengeksploitasian 
seksual tersebut. Dan di harapkan pula 
penegak hukum dapat mendapatkan 
informasi perihal apa saja bentuk-
bentuk atau ciri-ciri pergerakan pelaku 
pengeksploitasian anak dalam 
perekrutan tersebut agar menjadi 
pembelajaran dan dapat pula menjadi 
salah satu faktor dalam mengungkap 
kejahatan eksploitasi seksual terhadap 
anak dan diharapkan pula dapat 
menjadi langkah pencegahan segala 
bentuk pengeksplotasian terhadap 
anak. 
6. Model perlindungan preventif. 
Pada dasarnya model 
perlindungan ini mendorong agar tidak 
terjadinya tindak kejahatan eksploitasi 
seksual terhadap anak dengan cara 
prefentif atau pencegahan, model ini 
biasanya terbentuk dari hasil analisis 
preblematika-problematika yang 
terjadi di lapangan dan membentuk 
suatu penyelesaian. Model ini juga 
tergolong rumit menurut penulis 
karena dalam kenyataannya masalah 
dalam perlindungan hukum perihal 
anak korban eksploitasi seksual terjadi 
di masyarakat yang berpendapatan 
rendah dan pendidikan rendah sesuai 
faktor problematika yang di jelakan 
penulis di atas. Dan juga faktor 
perkembangan zaman yang mana saat 
ini sudah memasuki era 5.0 yang 
dimana kasus-kasus pengeksploitasian 
seksual juga mengalami perkembangan 
sesuai yang di jelaskan penulis dalam 
faktor terjadinya problematika 
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kejahatan eksploitasi seksual terhadap 
anak di atas yang dimana penanganan 
nya harus lebih berkembang mengikuti 
zaman. Dan dalam model perlindungan 
prefentif ini di harapkan Indonesia 
tidak lagi hanya mengurusi 
perlindungan anak korban eksploitasi 
seksual bersifat represif, kuratif dan 
rehabilitatife saja yang dimana tindak 





Tindak kejahatan eksploitasi 
seksual terhadap anak pada 
kenyataannya masih tetap saja terjadi 
dan terus meningkat setiap tahunnya, 
bahkan di temukan data bahwa kasus 
eksplotasi seksual terhadap anak saat 
ini sudah berkembang bahwan ECPAT 
melansir pada kuartal pertama 2019 
sudah di temukan 37 kasus eksploitasi 
seksual terhadap anak melalui daring. 
undang-undang perlindungan terhadap 
anak pada kenyataannya masih tidak 
berjalan dan belum optimal. 
Problematika-problematika 
perlindungan anak tersebut menurut 
penulis terjadi di saat ini dikarenakan 
beberapa faktor-faktor antara lain 
faktor ekonomi, faktor pendidikan 
dalam keluarga, faktor lingkungan dan 
teknologi. Dalam upaya perlindungan 
hukum terhadap anak penulis 
menganalisis bahwa perlindungan 
hukum terhadap anak khususnya 
eksploitasi seksual terhadap anak dapat 
di optimalkan apabila seluruh 
komponen baik itu pemerintah 
pusat/daerah, lembaga-lembaga 
perlindungan anak, lembaga peradilan, 
masyarakat, serta orang tua saling 
berpartisipatif menjaga dan 
mengedukasi bahwa hak anak wajib 
dijaga dan dilindungi. Dalam kaitannya 
terhadap konsep perlindungan hukum 
yang ideal penulis berpandangan 
perihal beberapa konsep model 
perlindungan antara lain: Model yang 
berdasarkan hak-hak prosedural atau 
model partisipasi secara langsung atau 
aktif (the procedural right model), 
Model pelayanan partisipasi secara 
tidak langsung atau model pasif (the 
services model), Model Persuasif  atau 
Partisipatif, Model perlindungan 
komprehensif, Model penjatuhan 
pidana bersyarat, Model perlindungan 
preventif. Karna pada dasanya 
perlindungan hukum di katakan baik 
apabila undang-undang tersebut tidak 
lagi bekerja mengurusi korban 




Pemerintah hendaknya dapat 
melihat bahwa problematika-
problematika terkait eksploitasi seksual 
terhadap anak tidak terselaikan hanya 
dengan Undang-Undang Perlindungan 
Saja, dan problematika tersebut tetap 
akan terjadi dan bahkan dapat 
bertambah setiap tahunnya jika tidak di 
lakukan penanganan khusus terkait 
perlindungan hukum tersebut. Dan 
sekiranya pemerintah sudah mulai 
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